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BUPATI ENREKANG
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN ENREKANG

NOMOR lo TAHUN 2018
TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2019
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI ENREKANG,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 241 Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah bersama DPRD
melakukan pembahasan Peraturan Daerah tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk memperoleh
persetujuan bersama;

bahwa Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah (APBD) sebagaimana dimaksud dalam huruf a
merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Tahun 2018 yang dijabarkan kedalam Kebijakan Umum APBD
serta Prioritas dan Plafon Anggaran yang telah disepakati
bersama antara Pemerintah Daerah dengan DPRD pada tanggal
Desember 2018;

bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan
Nomor 3219/XII/Tahun 2018 tentang Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah Kabupaten Enrekang tentang APBD Tahun
Anggaran 2019 dan Rancangan Peraturan Bupati Enrekang
tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2019, Rancangan
Peraturan Daerah Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2019 dan Rancangan Peraturan Bupati
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2019 telah sesuai sehingga dapat ditetapkan.

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada

huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan
Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Enrekang Tahun Anggaran 2019;

Undang — Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan
Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 1822);
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. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi
dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Rapublik
Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan
Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3569);

. Undang - Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan
Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3688);

. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,
Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor
3851);

. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

. Undang — Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4355);

. Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistim
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

. Undang — Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

10. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah

dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
5049);

11. Undang — Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua atas Undang — Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);

12.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tantang Dana

Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4575);

13.Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistim

Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara
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Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005
tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5155);

14.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6178);

15.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

16.Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan
Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1
Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan
Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan
kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5351);

17.Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5165);

18.Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5219);

19.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5272);

20.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang
Desa ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5539 ) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang
Desa ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5717);

21.Perat)uran Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman
Penyusunan dan penerapan Standar Pelayanan Minimal
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

22.Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013
Nomor 29) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2016 tentang
Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun
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2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 42);

23.Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan

Barang/Jasa Pemerintah ( Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 33 );

24.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2016 tentang
Pedoman Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

25.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang

Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber
dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua
atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011
tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial;

26.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2017 tentang

Pedoman Tekhnis Pengelolaan Barang Milik Daerah;

27.Peraturan Daerah Kabupaten Enrekang Nomor 14 Tahun 2006

tentang Pokok — Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Enrekang Tahun 2006 Nomor 14)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7
Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor
14 Tahun 2006 tentang Pokok — Pokok Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Enrekang Tahun 2017
Nomor 7, Tambahan Lembaran Kabupaten Enrekang Nomor 31);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ENREKANG

dan
BUPATI ENREKANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KABUPATEN ENREKANG TAHUN ANGGARAN

2019.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 Berjumlah
Rp 1.087.388.909.854,00 dengan rincian sebagai berikut :

a. pendapatan daerah Rp. 1.087.288.909.854,00
b. belanja daerah Rp. 1.078.988.909.854,00
Surplus/ (Defisit) Rp. 8.300.000.000,00
c. Pembiayaan Daerah
a. penerimaan Rp. 100.000.000,00
b. pengeluaran Rp 8.400.000.000,00



pembiayaan netto Rp. (8.300.000.000,00)

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Berkenaan Rp. ( 0,00 )

Pasal 2
(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a terdiri dari :
a. pendapatan asli daerah Rp. 101.926.882.563,00
b. dana perimbangan Rp 795.664.208.691,00
c. lain-lain pendapatan daerah yang sah Rp. 189.697.818.600,00

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari
jenis pendapatan:

a. pajak daerah Rp. 12.005.000.000,00
b. retribusi daerah Rp. 33.155.720.063,00
c. hasil pengelolaan kekayaan daerah
yang dipisahkan Rp. 15.100.000.000,00
d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah Rp. 41.666.162.500,00
(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis
pendapatan :
a. dana bagi hasil pajak dan bukan pajak Rp. 18.249.508.691,00
b. dana alokasi umum Rp. 559.038.403.000,00
c. dana alokasi khusus Rp. 218.376.297.000,00

(4) Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf c terdiri dari jenis pendapatan :

a. pendapatan hibah Rp. 34.000.000.000,00
b. dana darurat Rp. -
c. dana bagi hasil pajak dari provinsi Rp. 36.037.000.000,00
d. dana penyesuaian dan otonomi khusus Rp. 115.526.328.000,00
e. bantuan keuangan dari provinsi Rp. 4.134.490.600,00
Pasal 3
(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
a. belanja tidak langsung Rp. 577.267.275.514,00
b. belanja langsung Rp. 501.721.634.340,00

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari
jenis belanja:

a. belanja pegawai Rp. 382.496.910.414,00
b. belanja hibah Rp. 10.727.800.000,00
c. belanja bantuan sosial Rp. 500.000.000,00
d. belanja bantuan keuangan Rp 182.792.565.100,00
e. belanja tidak terduga Rp 750.000.000,00
(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri dari jenis
belanja :
a. belanja pegawai Rp. 32.874.962.350,00
b. belanja barang dan jasa Rp 292.156.950.812,00

c. belanja modal Rp. 177.689.721.178,00



(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud
a. penerimaan

b. pengeluaran

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (

Pasal 4
dalam Pasal 1 huruf c¢ terdiri dari :
Rp. 100.000.000,00
Rp. 8.400.000.000,00

1) huruf a terdiri dari jenis

pembiayaan :
a. sisa lebih perhitungan anggaran tahun
sebelumnya (SILPA) Rp
b. pencairan dana cadangan Rp' 000
c. hasil penjualan kekayaan daerah yang ' 200
dipisahkan Rp 0,00
d. penerimaan pinjaman daerah Rp: ,
€. penerimaan kembali pemberian pinjaman
f. penerimaan piutang daerah - : gg 100:000-000,00

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis

pembiayaan :

a. pembentukan dana cadangan Rp. 0,00

b. penyertaan modal (Investasi) pemerintah ,
daerah Rp. 8.000.000.000,00

c. pembayaran pokok utang Rp.

d. pemberian pinjaman daerah Rp.

e. pembayaran kewajiban kepada pihak ketiga Rp. 400.000.000,00

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 1, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari Peraturan Daerah ini terdiri dari :

1. Lampiran I
2. Lampiran II

3. Lampiran III

4. Lampiran IV
5. Lampiran V
6.Lampiran VI
7. Lampiran VII
8. Lampiran VIII
9. Lampiran IX
10.Lampiran X
11.Lampiran XI

12.Lampiran XII
13.Lampiran XIII

Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut
Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi Perangkat
Daerah (OPD);

Daftar Rekapitulasi APBD menurut Urusan Pemerintahan
Daerah, Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Pendapatan,
Belanja dan Pembiayaan

Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah,
Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Program dan Kegiatan;
Rekapitulasi Belanja Daerah untuk Keselarasan dan
Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam
Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;

Daftar Jumlah Pegawai per Golongan dan per Jabatan;

Daftar Piutang Daerah

Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah;

Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Asset Tetap
Daerah;

Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Asset Lain-
lain ;

Daftar Kegiatan-kegiatan Tahun Anggaran Sebelumnya yang
belum Diselesaikan dan Dianggarkan Kembali dalam Tahun
Anggaran ini,

Daftar Dana Cadangan Derah; dan

Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah
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Pasal 6

anggaran.
(2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud
memenuhi kriteria sebagai berikut
a. bukan kegiatan normal dari aktifitas Pemerintah Kabupaten Enrekang dan
tidak dapat diprediksikan sebelumnya;
b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
C. berada diluar kendali dan pengaruh Pemerintah Kabupaten Enrekang; dan
d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan
yang disebabkan oleh keadaan darurat.
(3) Pendanaan keadaan darurat yang belum tersedia anggarannya sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan Belanja Tidak Terduga.
(4) Dalam hal Belanja Tidak Terduga tidak mencukupi dapat dilakukan dengan cara :
a. menggunakan dana dari hasil penjadwalan ulang capaian target kinerja
program dan kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berjalan; dan/atau
b. memanfaatkan uang kas yang tersedia dari selisih lebih realisasi pendapatan

atau selisih lebih realisasi penerimaan pembiayaan sebagaimana yang
ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD.
(5) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk belanja untuk
keperluan mendesak.

(6) Kriteria belanja untuk keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (5)
mencakup :

4. program dan kegiatan mendesak dan penting utamanya pelayanan dasar
masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
dan

b. keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan
kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan masyarakat.

(7) Penjadwalan ulang pencapaian target kinerja program dan kegiatan lainnya dalam

tahun anggaran berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a

: : i DPA-OPD

diformulasikan terlebih dahulu dalam . imaksud pada ayat

(8) Pendanaan belanja untuk keperluan mendesak se[t))agalmana dimaksud p
(6) diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA-OPD. Forive Perubahan APBD.
hal keadaan darurat terjadi setelah ditetap ann};n belum tersedia
®) Dalam. ah dapat melakukan pengelgaran yang Lamoran Realisasi

Pemerintah Daer luaran tersebut disampaikan dalam Lap

anggarannya, dan pengeluar

Anggaran.

pada ayat (1) sekurang-kurangnya

Pasal 7 . tang Penjabaran Ang%aran
‘ Peraturan Bupat te:ione\l pelaksanaan APBD.
ti menetapkan Rancani’;nsebagai landasan opera
Bupal lanja Daer
dan Be

Pendapatan



Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
gkan.

Agar setiap orang men : :

. getahuinya, memerintahkan pengundan

i ’ an Peratu

ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah KabbupatengEnrekang ran Dacran

Ditetapkan di Enrekang
Pada tanggal 2§ Omsember 3019

S~ /;/
'I
LIMIN BANDO

Diundangkan di Enrekang
Pada tanggal 28 Desembser

SEKRETARIS RAH KABUPATEN ENREKANG,

CHAIRUL LATANRO
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ENREKANG TAHUN 2019 NOMOR /@

~~ NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN ENREKANG
PROVINSI SULAWESI SELATAN
NOMOR B.HK.HAM 10.208.18



